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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDO TESIA
NOMOR 323 TAHIII\ 2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDATYAH AL IKHLAS LABI]NTI

KABUPATEN MTINA

DENGAN RAIIMAT TT]IIAN YANG MAIIA ESA

MENTERI AGAMA REPT'BLIK INDONESIA

a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang
bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi
berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan
standar nasional pendidikan :

b. bahwa masa berlaku izin operasional / pendirian madrasah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;

c. bahwa madrasah sebagaimana tercanfum dalam Lampiran Kepufusan
ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan :zin
pendiriar/operas ional madrasah ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
huruf b dan huruf c. perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama
tentang Penerbitan Surat Keputusan Pemberian lzin Pendirian
Madrasah lbtidail'ah Al Ikhlas Labunti Kabupaten Muna;

I Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan fl-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Pemerntah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republil,, Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2010 Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);


